
WALIKOTA PEKALONGAN 
PRO VINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 39 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

Menimbang 	: bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota 
Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Pekalongan Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan 
Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 
Anggaran 2020, sebagai rincian lebih lanjut dani 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat 	: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa 
Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

5, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123); 

6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2021 Nomor 5); 

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN 	WALIKOTA 	TENTANG 	PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN 
TAHUN ANGGARAN 2020. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas 
ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalarn Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

7. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah ikhtisar 
sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh 
pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran 
dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

8. Neraca adalah posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 
kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

9. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
pemerintah sebagai akibat dan i peristiwa masa lalu dan dan i mana manfaat 
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang 
termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa 
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan 
sejarah dan budaya. 

10. Kewajiban adalah utang yang timbul dan i peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 

11. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset 
dan kewajiban pemerintah. 

12. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan 
dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang 
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas 
pemerintah daerah selama periode tertentu. 

13. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK merupakan 
penjelasan naratif atau rincian dan i angka yang tertera dalam Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. 
14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 

15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dan i kas daerah. 

16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang 
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

18. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 

19. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 

20. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya. 

21. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. 
22. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik 

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. 
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BAB II 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 terdiri atas : 
a. Pendapatan 

1) Pendapatan ash i daerah 	Rp. 229.867.935.360,95 
2) Pendapatan Transfer 	Rp. 700.838.013.854,00 
3) Lain-lain Pendapatan yg sah RD. 22.449.445.400,00  

Jumlah Pendapatan 	 Rp 953.155.394.614,95 

b. Belanja 
1) Belanja Operasi 

a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Barang 
c) Belanja Bunga 
d) Belanaj Subsidi 
e) Belanja Hibah 
f) Belanja Bantuan Sosial 
g) Belanja Bantuan 

Keuangan 

2) Belanja Modal 

3) Belanja Tak Terduga 

Jumlah Belanja 

Surplus / (Defisit) 

Rp. 394.421.563.850,00 
Rp. 327.664.407.877,56 
Rp. 	 0,00 
Rp. 	 0,00 
Rp. 36.250.151.000,00 
Rp. 	2.206.982.000,00 

Rp. 	 0,00 
Rp. 760.543.104.727,56 

Rp. 126.926.093.953,00 

Rp. 57.371.261.995,00  

Rp 944.840.460.675,56 

Rp 8.314.933.939,39 

c. Pembiayaan 
1)  Penerimaan Rp. 108.747.997.650,61 

2)  Pengeluaran Rp. 4.520.630.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 104. 227.367.650,61 

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 112. 542.301.590,00 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota mi. 
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Pasal 4 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dirinci 
lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 5 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota mi. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan. 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 03 Agustus 2021 

WALIKOTA PEKALONGAN, 
Cap. 

ttd 

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID 

Diundangkan di Pekalongan 
pada tanggal 03 Agustus 2021 

SEKRETARIS DAERAH, 

RUMININGSIH 

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 39 
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